
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.559, 2018 KEMENTAN. Pengembangan Kawasan Pertanian 

Berbasis Korporasi Petani. Pencabutan.  

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN  

BERBASIS KORPORASI PETANI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mempercepat swasembada pangan telah 

dilakukan pengembangan kawasan pertanian yang 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman 

Pengembangan Kawasan Pertanian; 

b. bahwa sesuai dengan arah pembangunan pertanian 

berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian 

dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ 

RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan 

Kawasan Pertanian perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

mempercepat pelaksanaan pembangunan pertanian 

melalui pengembangan kawasan pertanian berbasis 

korporasi petani, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pertanian tentang Pedoman Pengembangan Kawasan 

Pertanian Berbasis Korporasi Petani; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725);  

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4925);  

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 
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8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068); 

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170); 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5433);  

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5613); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang 

Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5106); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang 

Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5260); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat 

dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5296); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

23. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada 

Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);  
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24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ 

OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan 

Peruntukan Pertanian; 

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ 

KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan 

Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 250); 

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ 

RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

42/Permentan/ RC.020/11/2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ 

RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pertanian Tahun 2015-2019;  

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ 

RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan 

Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1832); 

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ 

SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan 

Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2038); 

30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ 

SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2038); 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS 

KORPORASI PETANI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra 

pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi 

pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan 

wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara 

fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi 

sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan 

infrastruktur penunjang. 

2. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani 

berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum 

lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki 

oleh petani.  

3. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah 

Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi 

memberdayakan dan mengkorporasikan petani. 

4. Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan 

Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun 

secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai 

potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, 

sosial ekonomi dan tata ruang wilayah. 

5. Action Plan adalah dokumen rencana operasional 

pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat 

kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari 

Masterplan untuk mengarahkan implementasi 

pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di 

tingkat kabupaten/kota. 

6. Road Map adalah intisari Masterplan yang 

menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan 

Pertanian dalam bentuk bagan/skema yang mencakup 

gambaran garis-garis besar dari kondisi saat ini, strategi, 

program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir 

dan indikator outcome yang akan dicapai masing-masing 

tahapan dalam jangka waktu tertentu.  
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7. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, 

mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, 

pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau 

jasa penunjang. 

8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/ 

pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan 

kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, 

ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan 

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan 

usaha anggota.  

9. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa 

Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk 

meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.  

10. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang 

ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna 

memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. 

11. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang 

melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, 

dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum 

maupun yang belum berbadan hukum.  

12. Tim Pengarah Pusat adalah tim yang bertugas 

mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merencanakan 

dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

peternakan secara nasional.  

13. Tim Teknis Pusat adalah tim yang bertugas 

menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan 

Kawasan Pertanian secara nasional dengan dinamika 

implementasi kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan pertanian di tingkat nasional.  

14. Tim Pembina Provinsi adalah tim yang mengarahkan Tim 

Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan 

pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi sesuai 

dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan pertanian di tingkat provinsi.  
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15. Tim Teknis Provinsi adalah tim yang bertugas 

menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan 

Kawasan Pertanian di provinsi sesuai dinamika 

implementasi kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan pertanian di tingkat provinsi.  

16. Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas 

mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam 

merencanakan dan melaksanakan pengembangan 

Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika 

program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat 

lapangan.  

17. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas 

menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan 

Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika 

implementasi program dan kegiatan pembangunan 

pertanian di tingkat lapangan.  

18. Rantai Pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang 

mengkoordinasikan keseluruhan proses dalam 

mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada 

konsumen, yang mencakup proses penyediaan input, 

produksi, transportasi, distribusi, pergudangan, dan 

penjualan. 

19. Kegiatan Percontohan adalah kegiatan rintisan 

implementasi pengembangan Kawasan Pertanian 

Berbasis Korporasi Petani di lokasi percontohan dalam 

jangka waktu tertentu.  

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini merupakan acuan perencana dan 

pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Kawasan 

Pertanian Berbasis Korporasi Petani. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. maksud, tujuan, dan sasaran; 

b. tipologi, lokasi kawasan, dan komoditas; 
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c. manajemen pengembangan kawasan; 

d. Korporasi Petani; 

e. kelembagaan Korporasi Petani; 

f.   pembinaan dan pengawasan; 

g. Kegiatan Percontohan; dan 

h. pendanaan. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN  

 

Pasal 4 

Maksud dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis 

Korporasi Petani yaitu: 

a. memadukan rangkaian rencana dan implementasi 

kebijakan, program, kegiatan dan anggaran 

pembangunan Kawasan Pertanian; dan  

b. mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu 

Kelembagaan Ekonomi Petani di daerah yang ditetapkan 

sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan 

yang utuh dalam perspektif sistem Usaha Tani.  

 

Pasal 5 

Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis 

Korporasi Petani: 

a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan 

komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan 

pangan nasional; 

b. memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu 

manajemen kawasan; dan  

c. memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses 

informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, 

permodalan serta pengolahan dan pemasaran. 

 

Pasal 6 

(1) Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis 

Korporasi Petani mencakup: 
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a. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah 

dan daya saing komoditas prioritas pertanian 

nasional;  

b. tersedianya dukungan prasarana dan sarana 

pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal; 

c. teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di 

Kawasan Pertanian; 

d. meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan 

kewirausahaan petani dalam mengelola 

Kelembagaan Ekonomi Petani; dan 

e. berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif 

dan efisien. 

(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

parameter paling sedikit:  

a. pendapatan riil rumah tangga petani; 

b. skala Usaha Tani; 

c. margin profit petani; dan 

d. diferensiasi dan hilirisasi produk. 

 

BAB III 

TIPOLOGI, LOKASI KAWASAN DAN KOMODITAS  

 

Bagian Kesatu 

Tipologi dan Lokasi Kawasan 

 

Pasal 7 

Kawasan Pertanian terdiri atas: 

a. Kawasan Pertanian Nasional; 

b. Kawasan Pertanian daerah provinsi; dan  

c. Kawasan Pertanian daerah kabupaten/kota. 

 

Pasal 8 

(1) Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf a untuk mengembangkan komoditas 

pertanian prioritas nasional sesuai dengan arah dan 

kebijakan Kementerian Pertanian. 
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(2) Lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk 

komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan. 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan 

Menteri ini diundangkan. 

(4) Penentuan lokasi Kawasan Pertanian Nasional 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperhatikan: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, daerah 

provinsi, dan daerah kabupaten/kota; 

b. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

dan 

c. hasil pemetaan potensi pengembangan Kawasan 

Pertanian atau peta tematik pertanian lainnya. 

(5) Kriteria mengenai penetapan lokasi Kawasan Pertanian 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 9 

(1) Kawasan Pertanian daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mengembangkan 

komoditas pertanian prioritas daerah provinsi dan atau 

komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai 

dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian. 

(2) Lokasi Kawasan Pertanian daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur. 

 

Pasal 10 

(1) Kawasan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk mengembangkan 

komoditas pertanian prioritas daerah kabupaten/kota 

dan atau komoditas pertanian prioritas daerah provinsi 

dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang 

sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian 

Pertanian. 
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(2) Lokasi Kawasan Pertanian daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

bupati/wali kota. 

 

Bagian Kedua 

Komoditas 

 

Pasal 11 

(1) Komoditas prioritas nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) untuk sub sektor tanaman pangan 

antara lain padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. 

(2) Komoditas prioritas nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) untuk sub sektor hortikultura 

antara lain aneka cabai, bawang merah, bawang putih 

dan jeruk. 

(3) Komoditas prioritas nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) untuk sub sektor perkebunan 

antara lain tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, cengkeh, 

pala, lada, kelapa sawit, karet dan kelapa. 

(4) Komoditas prioritas nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) untuk sub sektor peternakan 

antara lain sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, 

domba, itik, ayam lokal dan babi. 

 

BAB IV 

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum  

 

Pasal 12 

(1) Menteri mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan 

untuk mengakselerasi percepatan pengembangan 

Kawasan Pertanian yang telah ditetapkan sebagai 

Kawasan Pertanian Nasional. 

(2) Gubernur dan bupati/wali kota mensinergikan arah 

kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan 
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Kawasan Pertanian nasional dengan Kawasan Pertanian 

daerah provinsi dan Kawasan Pertanian daerah 

kabupaten/kota. 

 

Bagian Kedua 

Masterplan dan Action Plan 

 

Pasal 13 

(1) Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang pertanian daerah provinsi wajib menyusun 

Masterplan mencakup wilayah yang ditetapkan sebagai 

Kawasan Pertanian Nasional sebagai acuan teknis dalam 

menyusun arah pengembangan Kawasan Pertanian 

tingkat daerah provinsi. 

(2) Masterplan dapat disusun dalam bentuk:  

a. gabungan untuk semua komoditas yang ada                        

di dalam satu sub sektor (tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan atau peternakan); atau  

b. gabungan beberapa komoditas dalam satu sub 

sektor atau pola integrasi antar sub sektor; atau  

c. secara khusus hanya untuk satu jenis komoditas. 

(3) Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh gubernur.  

(4) Format dan mekanisme penyusunan Masterplan 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 14 

(1) Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang pertanian daerah kabupaten/kota 

menindaklanjuti Masterplan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyusun Action Plan 

sebagai instrumen pelaksanaan kegiatan pengembangan 

Kawasan Pertanian daerah kabupaten/kota. 

(2) Action Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh bupati/wali kota.  
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(3) Format dan mekanisme penyusunan Action Plan 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 15 

Satuan Kerja dalam menyusun Masterplan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan Action Plan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan dan ditelaah oleh 

Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan 

sesuai dengan kewenangan. 

 

Bagian Ketiga 

Organisasi Pengelola 

 

Pasal 16 

(1) Organisasi pengelola Kawasan Pertanian terdiri atas Tim 

Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat, Tim Pembina 

Provinsi dan Tim Teknis Provinsi serta Tim Pembina 

Kabupaten/Kota dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. 

(2) Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat ditetapkan 

oleh Menteri. 

(3) Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi ditetapkan 

oleh gubernur. 

(4) Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Teknis 

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh bupati/wali kota. 

(5) Struktur dan mekanisme kerja organisasi pengelola 

Kawasan Pertanian tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 17 

(1) Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) mengusulkan kegiatan 

pengembangan Kawasan Pertanian di daerah 

kabupaten/kota yang tidak dapat dibiayai oleh Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 
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investasi masyarakat sesuai dengan matriks yang 

tertuang dalam Action Plan.  

(2) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam                                    

Pasal 16 ayat (1) memverifikasi dan membahas 

kesesuaian usulan yang disampaikan Tim Teknis 

Kabupaten/Kota terhadap dokumen Masterplan.  

(3) Tim Teknis Provinsi memproses usulan Tim Teknis 

Kabupaten/Kota dalam bentuk:  

a. mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan 

program, kegiatan dan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah di daerah provinsi (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi) yang 

ditujukan untuk pengembangan kawasan; 

b. menggalang dukungan satuan kerja perangkat 

daerah lintas sektor di tingkat daerah provinsi yang 

ditujukan untuk pengembangan kawasan; dan  

c. merumuskan solusi alternatif dalam mengatasi 

tumpang tindih kewenangan dan urusan antara 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam 

perencanaan pengembangan kawasan. 

(4) Sinkronisasi Action Plan pengembangan Kawasan 

Pertanian di tingkat daerah provinsi dilaksanakan dalam 

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah 

provinsi atau rapat koordinasi teknis lainnya di tingkat 

daerah provinsi. 

(5) Sinkronisasi usulan pengembangan Kawasan Pertanian 

di tingkat nasional dilaksanakan dalam forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian 

Nasional atau rapat koordinasi teknis lainnya lingkup 

Kementerian Pertanian. 
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BAB V 

KORPORASI PETANI 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 18 

Kelembagaan Petani dalam mempercepat pengembangan 

Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani harus 

melakukan: 

a. konsolidasi ke dalam Kelembagaan Ekonomi Petani 

berbadan hukum pada skala kawasan; 

b. penguatan jejaring Kelembagaan Ekonomi Petani 

berbadan hukum dengan kelembagaan pelayanan teknis 

pertanian, serta prasarana dan sarana pertanian; dan 

c. peningkatan akses Kelembagaan Ekonomi Petani 

berbadan hukum terhadap sumber pembiayaan, 

asuransi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian. 

 

Pasal 19 

(1) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi 

Petani dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan 

mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem 

Usaha Tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, 

aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan 

aspek ekologi atau lingkungan. 

(2) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi 

Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengikutsertakan paling sedikit: 

a. Kelembagaan Petani; dan 

b. pelaku usaha.  
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Bagian Kedua 

Tahapan 

 

Pasal 20 

(1) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi 

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

dilaksanakan melalui tahapan:  

a. identifikasi potensi dan permasalahan wilayah untuk 

pembangunan Kawasan Pertanian sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Masterplan 

serta rencana aksi (Action Plan) pengembangan 

Kawasan Pertanian;  

b. konsolidasi penyusunan rencana kerja dalam 

Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana 

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);  

c. pengorganisasian Kelembagaan Petani dalam suatu 

Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum; 

d. penataan prasarana dan sarana produksi sesuai 

dengan kebutuhan dan rencana pengembangan; dan 

e. penataan Rantai Pasok komoditas berdasarkan arah 

pengembangan usaha. 

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara paralel, dan dilakukan pembinaan, 

pelatihan, bimbingan teknis dan manajemen, penyuluhan 

serta pendampingan usaha.  

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan pilihan kegiatan Usaha Tani 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 

Desain Rantai Pasok 

 

Pasal 21 

(1) Penataan desain Rantai Pasok sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e ditujukan untuk menata 

ulang manajemen Rantai Pasok secara efektif dan efisien 
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dengan mengoptimalkan peran Korporasi Petani dalam 

pemasaran produk. 

(2) Desain Rantai Pasok sebagaimana dimaksud pada                  

ayat (1) sesuai dengan kondisi saat ini dan arah 

pengembangan Kawasan Pertanian di masing-masing 

lokasi. 

 

BAB VI 

KELEMBAGAAN KORPORASI PETANI 

 

Pasal 22 

(1) Kelembagaan Korporasi Petani dibentuk melalui integrasi 

yang dilakukan oleh Kelompok Tani, dan/atau Gabungan 

Kelompok Tani dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi 

Petani berbadan hukum.  

(2) Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi 

atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar 

kepemilikan modal dimiliki oleh petani. 

(3) Kelembagaan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 23 

Kelembagaan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 dapat menerima fasilitasi bantuan modal, prasarana 

dan sarana produksi maupun pendampingan teknis dan 

manajerial baik dari pemerintah, swasta atau lembaga 

nonpemerintah. 

 

Pasal 24 

(1) Kelembagaan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 dapat:  

a. mengembangkan unit usaha mandiri; atau 

b. menyertakan modal ke dalam kelompok usaha 

industri atau perdagangan. 
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(2) Pengembangan usaha mandiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dapat mencakup pengelolaan alat 

dan mesin pertanian. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dapat berbentuk alat dan mesin pertanian yang 

tidak dikelola secara mandiri. 

(4) Alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) merupakan aset petani/Kelompok 

Tani/Gabungan Kelompok Tani yang diperhitungkan 

sebagai saham atau penyertaan modal pada kelembagaan 

Korporasi Petani. 

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dikukuhkan dengan perjanjian kerja sama. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

 

Pasal 25 

Pembinaan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis 

Korporasi Petani dilakukan oleh direktorat jenderal dan/atau 

badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

 

Pasal 26 

Pengawasan dilakukan melalui: 

a. pemantauan; 

b. evaluasi; dan 

c. pelaporan. 
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Pasal 27 

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

huruf a dilaksanakan oleh tim teknis sesuai dengan 

tugas dan fungsi.  

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau 

akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini 

mungkin.  

 

Pasal 28 

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26                        

huruf b dilaksanakan oleh tim tenis paling sedikit           

1 (satu) tahun sekali. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan membandingkan realisasi terdiri atas masukan 

(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap 

rencana dan standar yang telah ditetapkan.  

(3) Evaluasi terhadap hasil (outcome) dilakukan dengan 

parameter sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2). 

 

Pasal 29 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26                            

huruf c disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota 

melalui Tim Teknis Provinsi kepada direktur jenderal 

yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.  

 

Pasal 30 

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 

berisi data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau 

akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan yang direncanakan. 
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BAB VIII 

KEGIATAN PERCONTOHAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 31 

(1) Untuk percepatan pengembangan Kawasan Pertanian 

Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan dengan Kegiatan 

Percontohan. 

(2) Kegiatan Percontohan sebagaimana dimaksud pada                                                      

ayat (1) mencakup kegiatan rintisan yaitu: 

a. identifikasi potensi dan permasalahan; 

b. menetapkan lokasi dan desain percontohan; 

c. penataan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis 

Korporasi Petani berbadan hukum; 

d. hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan petani; 

e. penataan Rantai Pasok yang efisien dan adil bagi 

petani; 

f. fasilitasi pengembangan Kegiatan Percontohan; dan 

g. aksesibilitas terhadap lembaga pembiayaan dan 

asuransi. 

(3) Lokasi Kegiatan Percontohan ditetapkan oleh direktur 

jenderal yang yang mempunyai tugas dan fungsi                                  

di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan 

dan peternakan sesuai dengan Kawasan Pertanian 

Nasional yang ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Kegiatan Percontohan sebagaimana dimaksud pada                                

ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun sejak 

Peraturan Menteri ini diundangkan. 

(5) Kegiatan Percontohan yang berhasil dilaksanakan dalam 

2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

direplikasi di wilayah lain yang telah ditetapkan sebagai 

Kawasan Pertanian Nasional. 

(6) Pemerintah daerah provinsi dan/atau daerah 

kabupaten/kota dapat melakukan pendampingan dan 
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pembinaan teknis lanjutan setelah berakhirnya masa 

pelaksanaan Kegiatan Percontohan. 

 

Pasal 32 

(1) Pengembangan Kegiatan Percontohan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 berlaku mutatis mutandis 

ketentuan BAB II sampai dengan BAB VII. 

(2) Pengembangan Kegiatan Percontohan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi komoditas jagung, 

bawang merah, kakao, dan sapi potong. 

(3) Desain Rantai Pasok untuk komoditas Kegiatan 

Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Pengembangan Kegiatan Percontohan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 

dan Tahun Anggaran 2019, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah. 

 

Bagian Kedua 

Tim Kegiatan Percontohan 

 

Pasal 33 

(1) Dalam pelaksanaaan Kegiatan Percontohan dibentuk tim 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai 

tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan atas nama 

Menteri.  

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas melakukan: 

a. pemilihan lokasi;  

b. koordinasi lintas sektor atau pemangku 

kepentingan;  

c. analisis diagnostik;  

d. perancangan kegiatan dan anggaran; dan 

e. perancangan jadwal dan agenda pelaksanaan.  
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(3) Kriteria pemilihan lokasi Kegiatan Percontohan dan 

rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

BAB IX 

PENDANAAN 

 

Pasal 34 

(1) Pendanaan pengembangan Kawasan Pertanian 

bersumber pada swadaya masyarakat, investasi swasta, 

perbankan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara. 

(2) Pendanaan pengembangan Kawasan Pertanian yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung: 

a. pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yang 

dirancang dalam kerangka pembiayaan jangka 

menengah sesuai dengan tahap rencana 

pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di 

dalam Masterplan dan Action Plan; dan 

b. kegiatan yang termasuk kategori pengungkit 

percepatan pengembangan Kawasan Pertanian 

Nasional dan kegiatan penyelenggaraan standar 

pelayanan teknis minimal di bidang pertanian 

lainnya sesuai dengan potensi, permasalahan dan 

kinerja pengembangan Kawasan Pertanian                                            

di masing-masing daerah. 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 35 

Untuk mendorong percepatan pengembangan Kawasan 

Pertanian, Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi                                             

di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan 

peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan 

koordinasi dan/atau kerja sama dengan Kementerian/ 

Lembaga, lembaga penggerak swadaya masyarakat, perguruan 

tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi. 

 

Pasal 36 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis 

pengembangan kawasan untuk masing-masing sub sektor 

diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan 

tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan sesuai kewenangan. 

 

Pasal 37 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.40/11/2016 

tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 38 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 18 April 2018 

 

MENTERI PERTANIAN  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

AMRAN SULAIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 27 April 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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